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Kontak Kebijakan 

 

Hubungilah pihak berikut untuk 

penjelasan lebih lanjut terkait dokumen 

ini:  

 

Jabatan :Tim Kebijakan PANDI 

 

Alamat :  

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD 

City Tangerang, Indonesia 15345. 

 

Nomor Kontak:  

Tel: +62.21.30055777  

Fax: +62.21.30055789 

 

Alamat Email :  

kebijakan@pandi.id 

 

Website:  

www.pandi.id 

Policy Contacts 

 

Please contact the following team for 

further details related to this document:  

 

 

Position: PANDI’S Policy Team  

 

Address:  

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD 

CityTangerang, Indonesia 15345,. 

 

Contact Number:  

Tel: +62.21.30055777  

Fax: +62.21.30055789 

 

Email Address :  

kebijakan@pandi.id 

 

Website:  

www.pandi.id 

  

  

http://www.pandi.id/
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1. Definisi 

Kecuali ditentukan lain, prinsip-

prinsip dalam menafsirkan istilah 

yang digunakan dalam Kebijakan ini 

merujuk pada Dokumen Kebijakan 

Definisi Umum Nama Domain 

Internet Indonesia. 

2. Tujuan 

Sebagai pedoman umum tentang 

Kebijakan Nama Domain, terkait 

pengelolaan, pemeliharaan, 

pengembangan dan penggunaan 

Nama Domain Indonesia .ID, sesuai 

dengan ketentuan dan Peraturan 

Perundangan Republik Indonesia. 

 

3. Latar Belakang 

Ayat (1) dan (2) Pasal 75 PP 

no.82/2012 tentang PSTE, 

mengamanatkan bahwa Registri 

mengemban fungsi bahwa Registri 

Nama Domain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) 

huruf a melaksanakan pengelolaan 

Nama Domain tingkat tinggi generik 

dan tingkat tinggi Indonesia. (2) 

Registri Nama Domain dapat 

memberikan kewenangan 

pendaftaran Nama Domain tingkat 

1. Definition 

Unless stated otherwise, precept on 

enacting terms used in the Policy is 

cited towards Internet Indonesia 

Domain Name General Definition 

Policy Document. 

 

2. Objectives 

As customary guideline respecting 

Domain Name Policy in relation to 

management, maintenance, 

development and utilization of 

Domain Name Indonesia .ID, in 

accordance to any terms and 

Legislation of the Republic of 

Indonesia. 

3. Policy Background 

Paragraph (1) and (2) of Article 75 

Regulation No.82 / 2012 on PTSE 

mandates that Registry carries out 

the duty in which Domain Name 

Registry as intended in paragraph (3) 

letter a of Article 73 implementing 

management of Generic Top-Level 

Domain and Top-Level Domain 

Indonesia. (2) Domain Name 

Registry grants authority on 

registration of Generic Top-Level 

Domain and Indonesia Top-Level 



 

Halaman 9 dari 30 | Page 9 of 30                                                                                                                

001/K/DNP/Kebijakan_ Umum_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik 
Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI 

 
 

tinggi generik dan tingkat tinggi 

Indonesia kepada Registrar Nama 

Domain. 

4. Ruang Lingkup 

Kebijakan Nama Domain ini 

mencakup kebijakan baku Nama 

Domain Indonesia .id terkait format, 

kategori, hirarki Nama Domain 

Tingkat Tinggi Indonesia, Nama 

Domain Indonesia Tingkat Kedua 

dan turunannya, ketentuan tentang 

kriteria dan operasi dasar Nama 

Domain (criteria and basic domain 

operation), serta penggunaan 

domain untuk kepentingan publik. 

5. Ketentuan Umum 

5. 1. Persyaratan Dokumen: 

Registrar wajib memberikan 

seluruh dokumen persyaratan 

yang diperlukan, informasi 

yang terkait dengan 

pendaftaran, dan hal lain yang 

diminta oleh Registri. 

 

5. 2. Keabsahan Pendaftaran: 

Registran melakukan 

pendaftaran Nama Domain 

melalui Registrar, memasukkan 

aplikasi pendaftaran Nama 

Domain, dan formulir lain yang 

Domain Name to Domain Name 

Registrar. 

 

4. Policy Scope 

Domain Name Policy encompasses 

default policy of Indonesia .id Domain 

Name in related to format, category, 

Indonesia Top-Level Domain Name 

hierarchy, Indonesia Secondary 

Level Domain Name and derivatives 

thereof, criteria and basic domain 

operation, along with domain usage 

for public interest. 

 

 

5. General Provisions 

5. 1. Required Documents 

It is compulsory for Registrar to 

hand over the entire required 

documents, along with 

information related with 

registration, and other matter 

requested by the Registry. 

 

5. 2. Registration Validity 

Registrant carries out Domain 

Name registration by means of 

Registrar, input Domain Name 

registration application, and 

`other necessary form including 
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diperlukan, termasuk 

membayar biaya pendaftaran. 

Registrar dianggap memiliki 

kuasa yang sah dari Registran. 

 

5. 3. Hak Registran: Registran 

berhak mengalihkan 

pendaftaran penggunaan atau 

pengelolaan Nama Domain 

kepada Registrar lain 

(“Penggantian Registrar”). 

Apabila terjadi masalah dalam 

penggantian Registrar, Registri 

dapat memfasilitasi 

penyelesaian masalah.  

Dalam hal suatu Registrar tidak 

lagi memiliki hak untuk 

mengelola dan mendaftarkan 

nama domain dengan dasar 

jangka waktu perjanjian telah 

berakhir atau dicabut haknya, 

atau dalam keadaan memaksa, 

maka Nama Domain di bawah 

pengelolaannya akan dialihkan 

oleh Registri ke Registrar lain 

yang dipilih oleh Registran. 

5. 4. Bahasa: Aplikasi pendaftaran 

dan pemberitahuan mengenai 

penggunaan Nama Domain 

diajukan dalam bahasa 

Indonesia dan/atau Inggris. 

Lampiran yang ditulis dalam 

bahasa selain Indonesia, harus 

administering payment of 

registration fee. Registrar 

regarded as posessing 

legitimate authority from 

Registrant. 

5. 3. Registrant Right 

Registrant possess the right of 

transitioning registration on 

Domain Name utilization or 

management to other Registrar 

(“Registrar Replacement”). 

Should there be issues arisen 

during Registrar replacement, 

Registry shall facilitate 

troubleshooting. 

In a case of Registrar no longer 

possess the rights to conduct 

and register a domain name 

based on the expired 

agreement or repealed rights, 

or in coerced situation then 

Domain Name under their 

management will be 

transitioned by the Registry to 

other Registrar chosen by 

Registrant. 

5. 4. Language 

Application of registration and 

notice in regards to Domain 

Name utilization filed in 

Indonesian and/or English. 

Written attachments in 

languages other than 
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melampirkan terjemahan 

bahasa Indonesia atau Inggris. 

 

5. 5. Kompetensi: Registrar 

dianggap telah memiliki 

kemampuan teknis yang 

memadai dan mengerti dampak 

teknis dari proses pendaftaran 

Nama Domain 

6. Kebijakan Nama Domain 

.ID 

6.1. Kategori Nama Domain terdiri 

atas: 

6.1.1. Nama Domain Instansi, 

yaitu Nama Domain 

yang berdasarkan 

Peraturan Perundang-

undangan dicadangkan 

khusus untuk digunakan 

oleh Instansi 

Penyelenggara Negara. 

Pendaftaran Nama 

Domain Instansi dikelola 

oleh Kementerian yang 

membidangi Komunikasi 

dan Informatika; 

 

6.1.2. Nama Domain Selain 

Instansi, yaitu Nama 

Domain untuk 

kebutuhan masyarakat 

Indonesia, must enclose 

translated file in either 

Indonesian or English. 

5. 5. Competence 

Registrar regarded as 

possessing equipped technical 

abilities and fathomable of 

technical impact from Domain 

Name registering process. 

 

6. Domain .ID Name Policy 

 

6.1. Domain Name Category 

consisted of: 

6. 1. 1. Domain Name of 

Establishment, which is 

Domain Name based 

on legislation 

specifically reserved for 

usage by Instansi 

Penyelenggara Negara 

(State Administrator 

Agency). Establishment 

Domain Name 

registration controlled 

by Ministry around the 

field of Communication 

and Informatics; 

6. 1. 2. Domain Name apart 

from Establishment, 

defined as Domain 
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umum baik untuk 

komersial maupun non-

komersial. Pendaftaran 

Nama domain selain 

Instansi dikelola oleh 

Registrar. 

6.2. Pedoman Penamaan  

Penamaan suatu domain perlu 

memenuhi ketentuan dan 

persyaratan: 

6. 2. 1. Nama Normatif: Nama   

Domain sama dengan, 

bagian atau singkatan 

dari nama 

Registran/badan-

usaha/organisasi/entita

s, sebagaimana 

tercantum dalam 

dokumen pendirian 

atau perubahan-

perubahannya dari 

pemohon pengguna 

Nama Domain; 

6. 2. 2. Nama Merek/Tanda 

Dagang/Hak 

Cipta/HaKI: Nama 

Domain terkait 

merek/tanda 

dagang/hak cipta/HaKI 

lainnya dari 

Registran/badan-

usaha/organisasi/entita

s yang dibuktikan 

Name intended for 

general public needs, 

commercial and non-

commercial. Registrar 

runs the registration of 

this item. 

 

6.2. Naming Guidelines 

Naming a domain should 

require the following terms and 

guidelines: 

6.2.1. Normative 

NameDomain Name 

the same as, part of or 

an abbreviation from 

the name of 

Registrant/organizatio

n/business 

entity/individual as 

stated in document 

stance or its alterations 

from Domain Name 

user applicant; 

 

6.2.2. Brand Name / 

Trademark / Copyright 

/ Intellectual Property 

Right Domain name in 

relations to other brand 

/ trademark / copyright 

/ Intellectual Property 

Rights from Registrant 

/ business entity / 
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dengan tanda 

pendaftaran atau 

sertifikat merek/tanda-

dagang/hak-cipta/HaKI 

lainnya; 

 

6. 2. 3. Nama Terkait: Nama 

Domain terkait nama 

produk, jasa layanan, 

bagian/divisi/unit, atau 

program-

kerja/pelatihan dari 

Registran/badan-

usaha/organisasi/entita

s; 

6. 2. 4. Nama 

Perwakilan/Agen/Distri

butor: Nama Domain 

terkait nama 

Perwakilan, Keagenan, 

Distributor dari 

Registran/badan-

usaha/ 

organisasi/entitas lain, 

yang dibuktikan dengan 

Surat Penunjukan 

Perwakilan/Keagenan/

Distributor resmi; 

 

 

 

 

organization / entity 

proven by the 

registration certificate 

or other certificates of 

brand / trademark / 

copyright / Intellectual 

Property Rights; 

6.2.3. Related Name 

Domain Name related to 

a name of product, 

service, section / division 

/ unit, or workplan / 

training from Registrant / 

business entity / 

organization / entity; 

6.2.4. Names of 

Representative / Agent / 

Distributor Domain 

Name in relations with 

the names of 

Representative, Agency, 

Distributor from 

Registrant / business 

entity / organization / 

other individual proven 

by the official Letter of 

Appointment of 

Representative / Agency 

/ Distributor; 
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6. 2. 5. Nama Domain Institusi: 

Aturan penamaan 

sesuai dengan 

Kebijakan Pendaftaran 

Nama Domain No 

PANDI-DNP/01/K-002 

 

6. 3. Format Nama Domain 

Indonesia Tingkat Kedua  

6. 3. 1. Format Nama Domain 

Indonesia Tingkat 

Kedua: <Nama 

Domain>.<DTD>.id. 

 

6. 3. 2. Nama Domain terdiri 

atas huruf (A–Z, a–z), 

Angka (0–9), dan 

karakter hyphen (“–“). 

Karakter hyphen tidak 

boleh digunakan 

sebagai awal atau 

akhir, serta sebagai 

karakter ketiga dan 

keempat secara 

berurutan, dari suatu 

Nama Domain. 

6. 3. 3. Penamaan domain 

dapat menggunakan 

huruf, angka, atau 

kombinasi huruf dan 

angka. 

 

6.2.5. Domain Name of 

Institution 

Naming regulations is in 

accordance with Domain 

Name Registration Policy 

No PANDI-DNP/01/K-

002 

6.3. Secondary Level Indonesian 

Domain Name Format 

6. 3. 1. Secondary Level 

Indonesia Domain 

Name format : 

<Domain 

Name>.<DTD>.id. 

6. 3. 2. Domain Name consists 

of syllable (A—Z, a—

z), digit (0—9), and 

hyphen (“-“). Hyphen is 

prohibited to use as the 

first or the last 

character, or as the 

third and fourth 

character 

consecutively from a 

Domain Name. 

 

6. 3. 3. Domain naming shall 

use syllable, digit, or a 

combination of both. 
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6. 3. 4. Nama Domain terdiri 

dari minimal 3 karakter 

dan maksimal 63 

karakter.  

 

6. 3. 5. Pendaftaran Nama 

Domain kurang dari 

batas minimum jumlah 

karakter diperbolehkan 

dengan mengikuti 

ketentuan yang 

ditetapkan oleh 

Registri. 

6. 3. 6. Penggunaan Nama 

Domain Kementerian 

dan Lembaga mengacu 

kepada peraturan yang 

ditetapkan oleh 

Kementerian yang 

membidangi 

Komunikasi dan 

Informatika. 

6. 4. Format Nama Domain Tingkat 

Tinggi Indonesia 

6. 4. 1. Format Nama Domain 

Tingkat Tinggi 

Indonesia: <Nama 

Domain>.id. 

6. 4. 2. Penamaan domain 

dapat menggunakan 

huruf, angka, atau 

kombinasi huruf dan 

angka. 

6. 3. 4. Domain Name consists 

of minimum 3 (three) 

characters and 63 

(sixty-three) characters 

maximum. 

6. 3. 5. Domain Name 

Registration with less 

than minimum amount 

of character is allowed 

to proceed with the 

provisions enacted by 

the Registry. 

 

6. 3. 6. Ministry and Institution 

Domain Name 

Utilization refers to 

regulations set by the 

Ministry specializes in 

the field of 

Communication and 

Informatics. 

 

6.4. Top-Level Indonesian Domain 

Name Format 

6. 4. 1. Top-level Indonesia 

Domain Name Format : 

<Domain Name>.id. 

 

6. 4. 2. Domain naming shall use 

syllables, digits, or 

combination of both. 
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6. 4. 3. Nama Domain terdiri 

dari minimal 5 karakter 

dan maksimal 63 

karakter. 

 

Pendaftaran Nama Domain 

Tingkat Tinggi Indonesia 

kurang dari batas minimum 

jumlah karakter diperbolehkan 

dengan mengikuti ketentuan 

yang ditetapkan oleh Registri. 

7. Penghapusan atau 

Pembekuan Nama 

Domain .ID 

7. 1. Registran dapat meminta 

penghapusan Nama Domain 

kepada Registrar. 

7. 2. Penghapusan Nama Domain 

dilakukan oleh Registran yang 

bersangkutan dengan maksud 

untuk tidak menggunakan 

kembali Nama Domain 

tersebut. 

7. 3. Registri dapat melakukan 

pembekuan Nama Domain atas 

permintaan aparat penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, Badan Arbitrase), 

Instansi Pemerintah yang 

membidangi komunikasi dan 

Informatika, dan/atau 

6. 4. 3. Domain Name comprises 

to a minimum of 5 (five) 

characters and 63 (sixty-

three) characters 

maximum. 

Top-level Indonesia Domain 

Name Registration with less than 

minimum amount of character is 

allowed to proceed with the 

provisions enacted by the  

 

 

7. Domain .ID Suspension or 

Abotion 

7.1. Registrant may request Domain 

Name abolition to Registrar. 

 

7.2. Domain Name abolition brought 

to pass by concerned Registrant 

with the intention of not re-using 

the Domain Name. 

7.3. Registry may proceed 

suspension of Domain Name by 

request from law enforcements 

(Police Departments, 

Prosecutors, Court, Arbitration 

Board), State Establishment 

within the field of 

Communication and Informatics, 

and/or Domain Name Dispute 

Resolution Reccomendation. 
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Rekomedasi Penyelesaian 

Perselisihan Nama Domain. 

7. 4. Registri melaksanakan putusan 

pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap dan/atau 

rekomendasi Penyelesaian 

Perselisihan Nama Domain. 

7. 5. Registri melakukan 

penghapusan Nama Domain 

secara otomatis setelah 

melampaui Redemption Period 

dan Pending Delete Period. 

7. 6. Registrar dapat melakukan 

pembekuan atau 

memberitahukan di laman web 

domain yang bersangkutan 

setelah habis masa berlaku. 

8. Perubahan Informasi  

Nama Domain .ID 

Informasi suatu Nama Domain 

terdaftar mencakup (1) nama kontak, 

alamat email dan alamat lengkap 

Registran, (2) nama, alamat email 

dan NIC-handle dari kontak 

administratif, penagihan dan teknis, 

(3) Nama Server dan Hosting, serta 

(4) Authcode. Selain NIC-handle 

yang tidak dapat diubah, perubahan 

semua informasi Nama Domain  

 

 

 

7.4. Registry execute legally binding 

court decision and/or Domain 

Name Dispute Resolution 

reccomendation. 

 

7.5. Registry may abolish Domain 

Name automatically after 

surpassing Redemption Period 

and Pending Delete Period. 

 

7.6. Registrar may proceed 

suspension or notify on 

concerned domain webpage 

after expiration date.  

 

 

8. Domain .ID Data Alteration 

Domain Name information shall 

embody (1) contact name, Registrant 

e-mail address and full address, (2) 

name, e-mail address, and NIC-handle 

from administrative contact, billing and 

technical, (3) Server Name and 

Hosting, along with (4) Authcode. 

Besides unchangeable NIC-handle, all 

Domain Name alterations is under 

control of and only be done by 

Registrar. 
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berada di bawah kendali dan 

dilakukan oleh Registrar.  

9. Nama Domain Yang 

Dibatasi 

9.1. Registri menetapkan 

Daftar Nama Domain yang 

dicadangkan, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada: 

pertimbangan peraturan 

perundangan Republik 

Indonesia, norma hukum, 

moral, sosial-budaya, adat-

istiadat, SARA, dan 

kearifan lokal termasuk 

karena alasan terminologi 

internet/teknologi 

informasi.  

9.2. Varian dari kata-kata, 

ungkapan dan Nama 

Domain yang dibatasi dan 

dicadangkan, secara 

otomatis ditambahkan 

sesuai ketentuan dalam 

Daftar Nama Domain yang 

Dibatasi. 

9.3. Registri memiliki hak untuk 

mengubah, menambah, atau 

mengurangi kata-kata, 

ungkapan dalam Daftar Nama 

Domain yang Dibatasi atas 

pertimbangan sendiri, atau atas 

 

 

 

9. Restricted  Domain Name  

9.1. Registry defines reserved 

Domain Dame List, included but 

not limited to: consideration of 

laws and legislation of Republic 

of Indonesia, legal norms, moral, 

socio-culture, customs, SARA 

(ethnicity, religion, race, and 

sectarian), indigenous culture by 

reasons of internet 

terminologies/information 

technology. 

 

 

9.2. Variations of remarks, phrases, 

as well as restricted and 

reserved Domain Name 

automatically added 

corresponding to provision of 

Restricted Domain Name List. 

 

 

9.3. Registry is entitled to alter, 

supplement, or subtract 

remarks, phrases on Restricted 

Domain Name List on its own 

accord, or as a reccomendation 

from the Republic of Indonesia. 
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rekomendasi dari Pemerintah 

Republik Indonesia. 

9.4. Daftar Nama Domain seperti 

yang dimaksud pada butir 9.1 

termasuk tetapi tidak terbatas 

pada terminologi berikut:  

9. 4. 1. Daftar Nama Geografis, 

mencakup nama 

negara/bangsa, kota 

dan wilayah geografis 

(provinsi, 

kabupaten/kota), 

seperti Indonesia, 

Jepang, Malaysia, 

Jakarta, Bandung, 

Sumatera, Bali, dsb; 

9. 4. 2. Daftar Nama terkait 

jabatan/institusi 

pemerintah seperti 

“Presiden”, “Gubernur”, 

“Bupati”, “Walikota”, 

atau variasi kata yang 

memberikan kesan 

sebagai atau mewakili 

institusi/instansi 

pemerintah. Sebagai 

contoh: presiden.id, 

presiden.co.id, 

kemtan.id, 

kemtan.co.id, 

kominfo.id, 

kominfo.co.id; 

 

 

9.4. Domain Name List as intended 

in item 9.1 including but not 

limited to the following 

terminologies: 

9. 4. 1. List of geographical 

names, encompassess 

state/country name, city 

and geographical area 

(province, district/city) 

such as Indonesia, 

Japan, Malaysia, 

Jakarta, Bandung, 

Sumatera, Bali, etc; 

 

9. 4. 2. List of names related to 

titles / government 

institution such as 

“President”, “Governor”, 

“Regent”, “Mayor”, or 

word variations which 

gives impression as or 

represents government 

institution / 

establishment. Example: 

presiden.id, 

presiden.co.id, 

kemtan.id, kemtan.co.id, 

kominfo.id, 

kominfo.co.id; 
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9. 4. 3. Daftar nama terkait 

dengan Nama Domain, 

yaitu suatu penamaan 

baik yang berdiri sendiri 

atau dikombinasi 

dengan kata lain, 

memberi 

kesan/konotasi Nama 

Domain Tingkat Tinggi 

maupun Nama Domain 

Tingkat Kedua dari cc-

TLD lain. Sebagai 

contoh: com.id, edu.id, 

gov.id, com.co.id, 

net.co.id, sch.co.id;  

9. 4. 4. Daftar Nama terkait 

Internet/Teknologi 

Informasi seperti: www, 

http, ICANN, IANA, 

NIC, PANDI, PPND, 

REGISTER, URL, test, 

localhost, example, 

contoh, invalid, gtld, 

cctld;  

9. 4. 5. Daftar Negatif Budaya 

yaitu nama yang 

berkonotasi atau 

memberi kesan tidak 

pantas, tidak sopan, 

kasar, yang tidak 

sesuai dengan norma, 

agama, sosial-budaya, 

adat-istiadat, 

9. 4. 3. Name list related to 

Domain Name, which are 

standalone names or 

names combined with 

other phrases, suggest 

the impression 

of/connotation of High-

level Domain Name as 

well as Secondary Level 

Domain Name from other 

cc-TLD. Example: 

com.id, edu.id, gov.id, 

com.co.id, net.co.id, 

sch.co.id; 

 

9. 4. 4. Name list in refers to 

Information 

Technology/Internet such 

as: www, http, ICANN, 

IANA, NIC, PANDI, 

PPND, REGISTER, URL, 

test, localhost, example, 

contoh, invalid, gtld, 

cctld; 

9. 4. 5. List of Cultural Negatives 

which are connotated 

names or suggesting 

improriety, impertinence, 

abrasive, not in 

accordance with the 

norm, religion, socio-

culture, customs, 

morality, public order, 
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kesusilaan, ketertiban 

umum, kearifan lokal, 

dan SARA, serta dapat 

menimbulkan 

permasalahan dan 

ketidakharmonisan 

sosial; 

9. 4. 6. Daftar nama berbasis 

persaingan bisnis atau 

beritikad tidak baik. 

Nama Domain yang 

mirip atau memberi 

kesan identik dengan 

nama terdaftar, merek, 

yang berpotensi 

menimbulkan masalah 

atau tidak sesuai 

dengan peraturan 

perundangan; 

9. 4. 7. Daftar nama terkait 

nama tokoh 

Presiden/Wakil RI, 

Mantan Presiden/Wakil 

RI, kecuali didaftarkan, 

oleh pihak yang 

bersangkutan atau ahli 

warisnya. Nama harus 

lengkap atau sesuai 

dengan KTP; 

9. 4. 8. Daftar nama terkait 

nama Kementerian dan 

Lembaga Pemerintah, 

kecuali didaftarkan oleh 

indigenous culture, and 

SARA (ethnicity, religion, 

race, and sectarian), also 

inflicts issue and social 

disharmony; 

 

 

9. 4. 6. List of names based on 

competitive business or 

with no positive intention. 

Similar domain names or 

those exuding identicity 

with the listed name, 

brand, potentially inflict 

issue or not in 

accordance with 

legislation; 

 

 

9. 4. 7. List of names of figures of 

President/Vice 

Presidence alike, former 

President/Vice President, 

unless listed by 

concerned party or their 

beneficiary. It has to be a 

full name or correspond 

with ID; 

 

9. 4. 8. List of names of Ministry 

or Government 

Establishment, unless 
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lembaga yang 

bersangkutan; 

9. 4. 9. Daftar nama terkait 

nama situs sejarah dan 

budaya nasional, 

kecuali didaftarkan oleh 

pengelola resmi situs 

tersebut, seperti: 

borobudur.id, 

prambanan.id; 

9. 4. 10. Daftar nama partai 

politik dan singkatan 

hurufnya yang terdaftar 

di Kementerian Hukum 

dan HAM. 

 

10. Basis Data Whois 

Domain .ID 

Registri menyediakan layanan 

publik Whois Nama Domain yang 

dapat berisikan, namun tidak 

terbatas pada: 

10. 1. Informasi Whois Nama 

Domain 

10. 1. 1. Identitas Domain 

ID 

10. 1. 2. Nama Domain 

10. 1. 3. Tanggal 

Pembuatan 

listed by concerned 

institution; 

 

9. 4. 9. List of names of historical 

sites and national culture, 

unless listed by the 

official admin of the 

website, such as 

borobudur.id, 

prambanan.id; 

 

9. 4. 10. List of pollitical party 

names and its 

abbreviation listed within 

the Ministry of Law and 

Human Rights. 

10. Whois Domain .ID 

Database 

Registry provides Whois Domain 

Name public service which consists 

of but not limited to: 

 

10. 1. Whois Domain Name 

Information 

10. 1. 1. Domain ID Identity 

 

10. 1. 2. Domain Name 

10. 1. 3. Creation Date 

 

10. 1. 4. Last Update 
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10. 1. 4. Tanggal 

Perubahan 

Terakhir 

10. 1. 5. Tanggal Habis 

Masa Berlaku 

10. 1. 6. Status  

10. 1. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10.1.8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10.1.9. Alamat Email 

contoh:abcd@xxxx

.co.id 

10. 2. Informasi Whois Kontak 

Registran 

10. 2. 1. Nama Registran 

10. 2. 2. Nama Organisasi 

10. 2. 3. Nama Kota 

10. 2. 4. Nama Provinsi 

10. 2. 5. Kode Pos 

10. 2. 6. Nama Negara 

10. 2. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

 

10. 1. 5. Expiration Date 

 

10. 1. 6. Status 

10. 1. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 1. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 1. 9. E-mail Address 

Example: 

abcd@xxxx.co.id 

10. 2. Whois Registrant Contact 

Information 

10. 2. 1. Registrant Name 

10. 2. 2. Organization Name 

10. 2. 3. Name of City 

10. 2. 4. Name of Province 

10. 2. 5. Postal Code 

10. 2. 6. Name of Country 

10. 2. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

 

 

mailto:abcd@xxxx.co.id
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contoh: 

12345678xxxx 

10. 2. 8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10. 2. 9. Alamat Email 

(dengan 

dihilangkan nama 

domainnya) 

contoh:abcd@xxxx

.co.id 

10. 3. Informasi Whois Kontak 

Admin 

10. 3. 1. Nama Admin 

10. 3. 2. Nama Organisasi 

10. 3. 3. Nama Kota 

10. 3. 4. Nama Provinsi 

10. 3. 5. Kode Pos 

10. 3. 6. Nama Negara 

10. 3. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10. 3. 8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

Example: 

12345678xxxx 

10. 2. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 2. 9. E-mail Address 

Example: 

abcd@xxxx.co.id 

 

 

 

10. 3. Whois Admin Contact 

Information 

10. 3. 1. Admin Name 

10. 3. 2. Organization Name 

10. 3. 3. Name of City 

10. 3. 4. Name of Province 

10. 3. 5. Postal Code 

10. 3. 6. Name of Country 

10. 3. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 3. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

 

mailto:abcd@xxxx.co.id
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contoh: 

12345678xxxx 

10. 3. 9. Alamat Email 

(dengan 

dihilangkan nama 

domainnya) 

contoh:abcd@xxxx

.co.id 

10. 4. Informasi Whois Kontak 

Teknis 

10. 4. 1. Nama Teknis 

10. 4. 2. Nama Organisasi 

10. 4. 3. Nama Kota 

10. 4. 4. Nama Provinsi 

10. 4. 5. Kode Pos 

10. 4. 6. Nama Negara 

10. 4. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10. 4. 8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

contoh: 

12345678xxxx 

10. 4. 9. Alamat Email 

(dengan  

 

 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 3. 9. E-mail Address 

Example: 

abcd@xxxx.co.id 

 

 

10. 4. Whois Technical Contact 

Information 

10. 4. 1. Name of Technical 

10. 4. 2. Organization Name 

10. 4. 3. Name of City 

10. 4. 4. Name of Province 

10. 4. 5. Postal code 

10. 4. 6. Name of State 

10. 4. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 4. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 4. 9. E-mail Address 

Example:  

 

 

 

mailto:abcd@xxxx.co.id
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dihilangkan nama 

domainnya) 

contoh:abcd@xxxx.co.id 

10. 5. Informasi Whois Kontak 

Penagihan 

10. 5. 1. Nama Penagihan 

10. 5. 2. Nama Organisasi 

10. 5. 3. Nama Kota 

10. 5. 4. Nama Provinsi 

10. 5. 5. Kode Pos 

10. 5. 6. Nama Negara 

10. 5. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir)  

contoh: 

12345678xxxx 

10. 5. 8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir  

contoh: 

12345678xxxx 

10. 5. 9. Alamat Email 

(dengan 

dihilangkan nama 

domainnya) 

contoh:abcd@xxxx

.co.id 

10. 6. Informasi Whois Registrar 

Sponsor 

10. 6. 1. Identitas ID 

10. 6. 2. Organisasi 

abcd@xxxx.co.id 

 

 

10. 5. Whois Billing Contact 

Information 

10. 5. 1. Name of Billing 

10. 5. 2. Organization Name 

10. 5. 3. Name of City 

10. 5. 4. Name of Province 

10. 5. 5. Postal Code 

10. 5. 6. Name of Country 

10. 5. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 5. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 5. 9. E-mail Address 

Example: 

abcd@xxxx.co.id 

 

 

 

10. 6. Whois Registrar Sponsor 

Information 

10. 6. 1. Identity of ID 

10. 6. 2. Organization 

mailto:abcd@xxxx.co.id
mailto:abcd@xxxx.co.id
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10. 6. 3. Nama Kota 

10. 6. 4. Nama Provinsi 

10. 6. 5. Kode Pos 

10. 6. 6. Nama Negara 

10. 6. 7. Nomor Telepon 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir) 

 contoh: 

12345678xxxx 

10. 6. 8. Nomor Faksimili 

(dengan 

dihilangkan 4 digit 

nomor terakhir)  

 contoh: 

12345678xxxx 

10. 6. 9. Alamat Email 

(dengan 

dihilangkan nama 

domainnya) 

contoh:abcd@xxxx

.co.id 

10. 7. Informasi Whois Nama 

Server 

10. 7. 1. NameServer 1 

10. 7. 2. NameServer 2    

10. 7. 3. Name Server 3 

10. 7. 4. NameServer 4 

10. 8. Informasi Whois DNS. 

10. 6. 3. Name of City 

10. 6. 4. Name of Province 

10. 6. 5. Postal Code 

10. 6. 6. Name of Country 

10. 6. 7. Telephone Number 

(with the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 6. 8. Fax Number (with 

the last 4 digits 

removed) 

Example: 

12345678xxxx 

 

10. 6. 9. E-mail Address 

Example: 

abcd@xxxx.co.id 

 

 

 

10.7.  Whois Server Name Information 

10. 7. 1. Server Name 1 

10. 7. 2. Server Name 2 

10. 7. 3. Server Name 3 

10. 7. 4. Server Name 4 

10. 7. 5.  

10.8. Whois DNS Information. 

mailto:abcd@xxxx.co.id
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11. Registri, Registrar dan 

Registran 

11. 1. Registri menyimpan data 

DNS dan Whois Registran. 

Registrar menyimpan data 

Registran, Whois dan seluruh 

dokumen persyaratan. 

11. 2. Ketentuan menjadi Registrar 

11. 2. 1. Suatu Entitas atau 

Badan Hukum 

Indonesia yang telah 

terdaftar, memiliki 

identitas, legalitas 

dan beroperasi di 

Indonesia; 

11. 2. 2. Memenuhi semua 

persyaratan sebagai 

Registrar yang 

ditetapkan oleh 

Registri. 

11. 3. Ketentuan menjadi Registran 

11. 3. 1. Semua 

Penyelenggara 

Negara, Badan 

Usaha, Organisasi, 

Entitas, Masyarakat, 

dan perseorangan 

yang memiliki 

KTP/Paspor memiliki 

hak untuk 

mendaftarkan, 

11. Registry, Registrar dan 

Registrant 

11.1. Registry stores Registrant DNS 

data and Whois. Registrar 

stores Registrant data, Whois 

and entire required documents. 

 

11.2. Registrar Requirements 

11. 2. 1. An already listed 

entity or Indonesia 

corporation, possess 

identity, legality, and 

operates in Indonesia; 

11. 2. 2. Fulfilling every 

requirements set by 

the Registry as a 

Registrar. 

 

 

 

11.3. Registrant Requirement 

11. 3. 1. All State 

Administrator, Business 

Entity, Organization, 

Entity, Society, and  

individuals with 

possession of 

ID/Passport have the 

right to register, ulitize, 

and harness Domain 

Name .id; 
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menggunakan dan 

memanfaatkan 

Nama Domain .id; 

11. 3. 2. Mengisi informasi 

dan data pendaftaran 

Nama Domain 

dengan akurat, 

lengkap dan benar 

serta mengunggah 

dokumen yang 

dipersyaratkan. 

12. Perselisihan 

Jika terjadi perselisihan dalam 

pendaftaran dan penggunaan 

Nama Domain, akan  diselesaikan 

sesuai dengan Kebijakan Registri 

tentang Penyelesaian Perselisihan 

Nama Domain dan ketentuan 

peraturan perundangan Republik 

Indonesia. 

13. Tinjauan Kebijakan 

Registri dapat menambah, 

menghapus, atau mengubah istilah 

yang didefinisikan dalam 

Kebijakan ini setiap saat dengan 

tujuan klarifikasi, penambahan dan 

penyempurnaan kebijakan ini. 

 

 

 

11. 3. 2. Fill in information and 

Domain Name listing 

data accurately, 

completely, and 

correctly as well as 

downloading the 

required documents. 

 

12.  Dispute 

Should dispute in Domain Name 

registering and utilization ensue thus 

it shall be resolved by Registry Policy 

on Domain Name Dispute Resolution 

and legislation of Republic of 

Indonesia. 

 

 

13. Tinjauan Kebijakan 

Registry may subtract, abolish, or 

alter defined terminology in this 

Policy on any account with the 

intention of clarification, addition, and 

improvements of the policy. 

 



 

Halaman 30 dari 30 | Page 30 of 30                                                                                                                

001/K/DNP/Kebijakan_ Umum_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik 
Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI 

 
 

14. Penafsiran 

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) 

bahasa, yaitu bahasa Indonesia 

dan Inggris. Dalam hal terjadi 

perbedaan penafsiran, maka yang 

berlaku adalah bahasa  Indonesia. 

15. Ketentuan Peralihan  

Nama Domain yang telah 

didaftarkan sebelum ditetapkannya 

Kebijakan Umum  Nama Domain 

Versi 5.1 ini,  dinyatakan tetap 

berlaku sampai jangka waktunya 

habis. 

16. Penafsiran 

16.1. Pada saat Kebijakan ini 

mulai berlaku, Kebijakan 

Umum Nama Domain 

yang ditetapkan 

sebelum ditetapkannya 

Kebijakan Versi 5.1 ini, 

dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

16.2. Kebijakan Umum Nama 

Domain ini mulai berlaku 

sejak tanggal 24 Maret 

2017. 

14. Interpretation 

This Policy is made in 2 (two) 

languages, Indonesian and English. 

In case of any discrepancies, the 

Indonesian version shall prevail. 

 

15. Transitional Provision 

The registered Domain Name 

remained valid until expiration date 

before the enactment of this Domain 

Name General Policy version of 5.1. 

 

 

16. Involucre Provisions 

16.1. When the Policy is in effect, the 

assigned Domain Name 

General Policy before the 

newer version of 5.1 is 

considered revoked and 

declared invalid. 

 

 

16.2. This Domain Name General 

Policy is effective immediately 

as per 24 March 2017. 

 




